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KATA PENGANTAR

Puii syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah rnelinrpahkan rahmat dan karuni-Nya

kepada kita semua. Shalawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Muharnmad SAW yang

telah rnelimpahkan syafaatnya kepada kita semua. Sehingga penulis dapat melaksanakan

kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerla

Lapangan ini dengan baik. Dalam pentrlisan laporan Kuliah Kerja Lapangan ini. penulis

rnendapat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak baik yang secara langsung rnaupun tidak

langsung. Pada kesernpatan ini penulis mengucapkan terinla kasih kepada berbagai pihak yarrg

telah rnembantu dan rnernbirnbing saya selama kegiatan maupun penulisan laporan Kuliah Kerja

Lapangan ini.

Penulis menvadari bahwa rnasih terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan ini. Oleh

karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan cian

kesempurnaan Laporan Praktik Keria Lapangan. Saya mengharapkan semoga laporan ini

bermanfaat bagi Fakultas Ilnru Politik dan Sosial khususnya Program Studi Administrasi Putrlik

serta Mahasis'uva Admini strasi Publik.

Medan, 12 Agustus 2020

Nurul Yohana

Penulis
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BABI

PENDAⅡULUAN

A. LATARBELAKANG

Mahasiswa memiliki peran besar dalam proses pernbangunan bangsa ini sebagai Agen o.t''

()hange, Mahasiswa berperan untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu unttft

mencapai kemajuan. Perubahan-perubahan itu sendiri dapat dalani bidang politrk, ekonomi,

sosial dan budaya atau lainnya. Terkait dengan hal tersebut, Mahasisu,a diharapkan rnemiliki

kemampuan nyata yang dapat diterapkan dalam bidang bisnis maupun publik. Hanya dengan

mengikuti mata kuliah saja tidaklah cukup untuk rnernbekali Mahasiswa agar memiliki

kemampuan yang memadai. Perh"r adanya praktik secara nyata sebagai pengalaman aplikatif.

Mahasisi.va dapat memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia

keria, rnelalui kegiatan pelatihan keria secara langsung di instansi/ lembaga yang relevan dengan

program pendidikan yang diikuti khususnya Progratn Studi Adnrinistrasi Publik. Sehingga

setelah lepas dari ikatan akademik di perguruan tinggi yang bersangkutan maka mahasisrva bisa

memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selarna masa pendidikan dan pelatihan

untuk kelanjutan kiprahnya didunia kerja yang sebenarnya. Sebab untuk dapat terjLrn langsung

dimasyarakat tidak hanya dibutuhkan pendidikan yang formal yang tinggi dengan perolehan nilai

yang memuaskan, namun juga diperlukan keterarnpilan dan pengalaman pendukung unttrk lebih

rnengenali bidang pekerjaannya yang sesuai dengan keahlian yang dirniliki

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ihnu Sosial dan Ihnr-r Politik Universitas Medan

Area adalah salah satu program yang me\,vajibkan mahasiswanya untuk melakr_rkan kegiatan

Kuliah Keria Lapangan (KKL). Kuliah kerja lapangan ini menjadi mata kuliah wajib pacla

Program Studi Administrasi Publik Fakultas llmu Sosial ihnu Politik Llniversitas Medan Area

pada semester IV dengan bobot 3 SKS.

Kuliah Kerla Lapangan adalah salah satu benturk belajar praktik yang merupakan agenda

rutin yang dilakukan oleh Program Studi Adrninistrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial llmu politik

Universitas Medan Area. Kegiatan tersebut diikuti oleh rnahasisr,va,/mahasiswi semester IV dan
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beberapa dosen vang mendampingi. KKL dilakukan dengan tujuan untuk menambah

pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja sehingga mahasiswa dapat menyelaraskan

dengan teori yang sr,rdah didapat ditiap kunjungan yang dilakukan, mahasisrva dan mahasisrvi

selanjutnya diberikan tugas untuk rnelaporkan hasil kunjungan tersebut dalam bentuk laporan.

Menurut Sinambela (201 1) pelayanan publik diartikan sebagai pernberian layanan (rnelayani)

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai

dengan aturan pokok dan tatacarayang telah ditetapkan. Pelayanan publik merupakan salah satu

tugas atau fungsi penting pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah harus mampu

rnengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk rnernberikan pelayanan publik yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi

salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah.

Salah satu instansi yang dipilih adalah Koperasi Sat Brirnob Medan. Menurut ULJ Nomor 25

Tahun 1992 Pasal 30 dan Pasal 31 koperasi adalah sebuah orsanisasi ekonomi yang dirniliki dan

dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan

berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi

sebuah organisasi yang didalamnya terdapat pengurus yang mempuny.ai tugas dan tanggung

jarvab masing-masing.

UU Nornor 25 Tahun 1992 Pasal 30 dan Pasal 31 tugas dan wervenang pengurus adalah :

Pasal 30

1) Pengurus bertugas:

a. Mengelolah Koperasi dan usahanya;

b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan

belanja Koperasi,

c. Menyelenggarakan Rapat Anggota:

d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

2
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e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2) Pengurus berwenang:

a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pernberhentian anggota sesuai

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan

tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan

usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

B. TARGET KKL

Lokasi Instansi KKL yang saya pilih untuk melasanakan kegiatan kuiiah kerja lapangan

(KKL) yakni pada Koperasi Sat Brimob Polda Sumut yang merlrpakan koperasi bagi seluruh

anggota Brimob dan PNS yang bekerja pada satuan Brimob di seluruh Sumatera Utara. Hingga

pada saat ini Koperasi Sat Brimob Polda Sumut memiliki 4 (ernpat) macam unit usaha yaitu unit

usaha simpan pinjam, unit usaha penjualan barang-barang elektronik, unit usaha pertokoan dan

unit usaha penyedia jasa lainnya.

C. ALASAN MEMILIH TEMPAT KKL

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-semata hanya pada

orientasi laba, r-nelainkan juga pada orientasi rnant-aat. Untuk koperasr di Indonesia, tujuan badan

usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya. Tujuan ini drlabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada

setiap rapat angggota tahunan. Koperasijuga memberikan kontnbusi yang cukup besar terhadap

pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta
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peningkatan dan pemerataan pendapatan, Didalarn koperasi terdapat struktur organisasi yang

terdapat pengawas didalamnya.

Penulis tertarik untuk rnernilih lokasi KKL ini karena penulis ingin rnelihat bagaimana

pengurus rnelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam organisasi ini apakah sudah sesuai

dengan UU NO 25 Tahun 1992 Pasal 30 dan Pasal 31.
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BAB II

LOKASI KEGIATAN

A. Deskripsi Tempat KKL

Kopcrasi Prilncr Koperasi Brilnob Polda SUN11」 T didirikan pada tangga1 2 Juli 1968 dcngan

nama a、val Pcrkumptllan Kopcrasi Angkatan Kcpolisian Korps Brigadc Mobil Jon 516 Sci

Walllpu lBcrdirinya kopcrasi ini dipclopori olch el■ pat orang pcndiri, yaitu ノヘkp lParulian

Hutabarat,Aiptu Budiman Daud Saragih,Aipda Agus Salim Tattung,dan Aipda Mahadi

Kopcrasi ini rcslni dida■ arkan dalal■ Dapur Ulnul■ ]Dircktorat Kopcrasi Provinsi Sulltatcra Utara

pada tangga1 7 0ktobcr 1968 dclngan nomor badan hukull1 2768′ BH//111/12… 67 Kopcrasiini pada

awa11lya bcralal■証 diJI K H Wahid Hasyim Kec Mcdan Baru dcngan wilayah kctta di BataliOn

516 Korps Brgade Mobil Kcpolisian II Sulnatcra Utara Pada awal pcndiriannya kopcrasi ini

llllClalpcrolch lllodal kopcrasi dari bantuan inkoppol scbcsar Rp 1 000 000,… dan silllpanan pokok

dari masing‐lllasing anggotanya sebesar Rp 100,_yang diwttibkan kcpada anggotanya harus

dibayarkan sckaligtls, namun dapat dicicil scbanyak 5 k‐ ali angsuran, dcngan pcrsyaratan yang

sudah ditclltukan pada saat ittl

Pada mnggal 15 0ktobcr 1975, koperasi lllcngadakan Rapat Ang8ota Khusus yallg

melllbahas tentang akta pcrubahan kopcrasi Dalam rapat tcrscbut pcngurus lncl■ tituslt‐an

mcngganj nama kopcrasi mcttadi Primkoppol Sat Brimob DAK… 11/SU,dall didatarkan kcmbali

dalaln Da■ ar l」 l■lt1ln Dirclk‐ tOrat lKopcrasi Provinsi Sulnatcra Utara pada tanggal 1 8 Fcbrtlari

1978 dcngan nomor badan hukum 2768 A/BH/11/P Saat itujullllah anggota kOpcrasi scbanyak

559 orang Dalam Rapat Anggota Khusus yang diadakan terscbutjuga l■ cnghasilkan pcrllbahan

anggaran,yaitu lllcnambah simpanan pokok anggOta yang scmula Rp 100,‐ 1■cttadi Rp 2 000,―

untuk setiap ang3ota kopcrasi

Sclattutnya pada tangga1 29 Agustus 1996, dalaln rapat anggota khusus yallg diadakan

pcngurus pada Saat itu kcmbali lncnguball nama kopcrasi lncttadi Primcr Kopcrasi Kcpolisian

Kcsattlan Brigadc N/1obil Dacrah Kepolisian SU atatl yang saat ini disingk‐ at Prinlk‐ oppol Sat

Bril■ ob P01dasu Dan didaftarkan dalam Daftar Ullaulll Dircktorat Kopcrasi Provinsi Sul■ atcra

Utara dcngan nol■or badan hukul■  800/1PAIE)/K[WK2/1>し /1996.24 pada tahun 201l Prilllkoppol

Stt Brilllob Poldasu menghapuskan simp〔 man pokok yang diwttibkan untuk sctiap anggotanya
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dan menggantinya dengan simpanan wajib sebesar Rp.50.000,- untuk setiap anggota koperasi,

Hingga saat ini Koperasi Sat Brimob Polda Sumut rnemiliki 4 (ernpat) illacam unit usaha yaitu

unit usaha simpan pinjam, unit usaha penjualan barang-barang elektronik, unit usaha pertokoan

dan unit usaha penyediajasa lainnya.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

a) Badan Pengawas

I ) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan;

2) Membuat laporan tentang hasil pengawasan dan hasilnya disarnpaikan kepada pengurus;

3) Melakukan pemeriksaan atau audit mengenai keuangan, surat-surat berharga" persediaan

barang, mengenai kebenaran pernbukuan serta kebijaksanaan pengurus dalarn

rnen-vel en ggarakannya organi sasi dan kope rasi.

b) Ketua Koperasi

l) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya roda usaha koperasi;

2; Memberikan laporan pertanggunglawaban dalam Rapat Anggota -fahunan (RAT);

3) Mengesahkan surat-surat yang melipurti kegiatan organisasi baik kedalarn ataupun keluar

lingkungan koperasi.

4) Memberikan keputusan terakhir dalarn kepengurusan setelah memperhatikan usul, saran. dan

lainnya;

5) Memirnpin, mengkoordinasi dan mengarvasi pelaksanaan tugas-tugas pengurus dan karyarvan

lainnya.

c) Sekretaris

1) Bersarna ketua mengesahkan surat atau keputusan rapat, notulen serta surat lain vang masih

ada berhubungan dengan roda usaha koperasi;

6
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2) Menyelanggarakan dan menrelihara semua arsip atau dokurnen (surat keluar atau masuk, rapat

khusus, keputusan rapat, dan lainnya);

3) Bekeryasama dengan pengurus lainnya demi kelancaran dan peningkatan usaha koperasi.

d) Bendahara

1 ) Mengoperasikan sistem koperasi yang berhubungan dengan keuangan;

2) Merneriksa, menoatat, dan rnemonitor keadaan keuangan koperasi.

e) Unit Toko

Unit ini menjual perlengkapan Polri dan kebutuhan rumah tangga dengan sistem

pembayaran tunai maupun kredit.

f) Unit Simpan Pinjam

l) Melayani pendaftaran anggota dan pengajuan pinjaman;

2) Melayani dan mengetahui anggota yang melakukan transaksi simpan pinjam;

3 ) Membuat laporan simpanan, pinjaman, dan angsuran bulanan.

7
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BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

A. Bentuk Kegiatan KKL

Pelaksanaan KKL sebagai salah satu proses pengenalan dunia kerja dengan segala

aktivitas, khususnya kegiatan operasional-operasional dalam suatu perusahaan atau instansi.

Pelaksanaan magang menjadi sangat berharga bagi penulis. Penulis melaksanakan rnagang di

Prirner Koperasi Brimob Polda Sumatera Utara JL KH Wahid Hasyim No 2. Pelaksanaan

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 13 Juli

2020 sampai 12 Agustus 2020. Dengan jadwal 6hari kerja I hari off. Jarn kerja dir-nulai dari

jam 07.30 sampai 15.00 setiap senin - jumat, 07.30 sampai I2.00 setiap sabtu.

Selarna pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan di Primer Koperasi Brirnob Polda

Sumatera Utara. Penulis ditempatkan di bagian unit simpan pinjam dan unit toko. Adapun

bentuk kegiatan yang dilaksanakan penulis selama rnelaksanakan magang adalah sebagai

berikut :

l. Melayani anggota dalam pengajuan pinjaman koperasi;

2. Merekap seluruh pengajuan pinjaman anggota ke Microsofi lixcel;

3. Memeriksa sisa gaji perninjam di Microsofi fixcel;

4. Membuat daftar pencairan dana pinjaman di lv4icroso/i E"rcel.

8
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B. Pelaksanaan KKL

Adapun prosedur yang diberikan kepada penulis selarna mengikuti proses magang cli

Primer Koperasi Brimob Polda Sumatera utara adalah sebagai berikut :

1. Melayani anggota dalarn pengajuan pinjaman koperasi.

Penulis bertugas melayani anggota dalarn pengisian blanko pinjaman yang telah

disediakan oleh koperasi. Blanko pinjaman tersebut bensi Nama, Pangkat, Jabatan

dan Jumlah yang ingin dipinjam serta untuk keperluan apa per-ninjantan terseburt lalu

ditandatangani oleh peminjam, juru bavar kompi dan ketua koperasi.

2. Merekap seluruh pengajuan pinjarnan anggota ke Microsoft Excel.

Menginpfi data-data peminjam ke Microsoft Excel dengan melihat dari seluruh

blanko pinjaman yang telah terkurnpulkan selama sebulan.

3. Memeriksa sisa gaji petrinjam di Microsoft Excel.

Penulis membuka file dikomputer berjr"rdul Gaji Juli yang berisi daftar gaji anggota

yang diterima bulan juli apakah memenuhi syarat untuk melakukan pinjarnan burlan

agustus.

4. Mernbuat daftar pencairan dana pinjaman di Microsoft Excel

Penulis membuat daftar pencairan yang terdiri dari nama, pangkat, kompi, jurnlah

pinjaman baru, jumlah pelunasan pinjaman lama, dan berapa jumlah dana yang

diterina dan sisa gaji dipotong oleh koperasi.
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BAB IV

PEMBAⅡASAN

A. I-evel-level Kebijakan Publik

L Policy Level ( Terdapat Institutional Arrangement)

Pada tingkat ini, terdapat lembaga tinggi negara atau badan legislatif yang benvenang

mengeluarkan peraturan (kebryakan) dalam skala terluas, misalnya dalarn bentuk lJndang-

Undang atau Peraturan Pemerintah. Dapat dikernukakan bahwa piicv leyel yang

berkenaan dengan kebijakan pembinaan pengusaha kecil dan koperasi adalah UU Nornor

9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentanu Perkoperasran.

Secara lebih detail dapat dikemukakan bahwa upaya pernbinaan koperasi ini diatur dalarn

pasal 60-63 UU No. 25 Tahun 1992,yang menugaskan pemerintah untuk menciptakan

dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta

pemasyarakatan koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan

kepada koperasi. Dalam upaya rnenciptakan dan mengembangkan iklirn serta kondisi

vang mendorong perturnbuhan dan pemasyarakatan koperasi, pernerintah rnelakukan

perabinaan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;

- Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasr yang

sehat, tangguh dan mandiri;

- Mengupayakan tata hubungau usaha yang saling menguntungkan antara koperasr

dengan badan usaha lainnya;

- Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Sedangkan dalam rangka rnemberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi. pemerintah

berperan dalam :

- Membimbing usaha koperasi yang sesllai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;

- Mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan,

penyuluhan dan penelitian perkoperasian;

- Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta

mengembangkan lembaga keuangan koperasi;

10
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- Mernbantu pengembangan jaringan usaha koperasr dan kerjasama yang saling

rnenguntungkan antar koperasi;

- Memberikan bantuan konsultansi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi

oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.

Adapun dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, pernerintah dapat

menempuh kebijakan antara lain :

- Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;

- Menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu rvilayah yang telah berhasil

diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Sementara itu pernbinaan dan pengembangan bagi usaha kecil diatur dalarr pasal

i4 UU No.9 Tahun 1995, yang menyatakan bahrva "Pemerintah, dunia usaha, dan

nrasyarakat rnelakukan pernbinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang :

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi''.

Masing-masing bidang pembinaan dalam lingkup UU No.9 tahun 1995 ini"

rnerniliki tujuan rnakin berdayanya (modaI, daya saing dan sumber da_va manusia)

pengusaha kecii dan koperasi melalui pencapaian sasaran-sasaran. Sebagai rvr-rjud

kesungguhan pemerintah dalarn program pembinaan usaha kecil dan koperasi ini,

pemerintah juga telah mengeluarkan produk hukum yang masih berada pada level politis

-v-akni PP No. 44 tahtn 1997 Tentang Kernitraan. PP ini mewajibkan bagi usaha besar dan

menengah yang melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil untuk rnemberikan

informasi mengenai peluang dan perkernbangan pelaksanaan kemitraan, menunjukkan

penanggungjawab kemitraan, mentaati dan melaksanakan ketentuan yang telah dratur

dalam perjanjian kemitraan, serta pembinaan terhadap mitranya. Sebaliknya, r,rsaha kecil

vang bennitra berkewajiban untuk memngkatkan kenrampuan nranajernen dan kinerja

usaha secara berkelanj utan.

2. Orgunizatiortul f,evel ( Terdapat Instilutional Arrangement )

Setiap kebijakan perlu adanya pengaturan tentang siapa pelaksana dari suatu

kebiiakan, siapa penanggung jawabnya, siapa yang melakukan pengawasan terhadap

kebijakan yang akan diberlakukan dan sebagainya, maka Brornley (2004) rnenyel'rutnya

dengan orguni:ationcl leve.l. Sementara itu pada organi:attonal level terdapat produk

kebiiakan yang berkaitan dengan pernbinaan usaha kecil dan koperasi ini. Diantaranya
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adalah Inpres No. 4 tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan

Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK). Selaniutnya dalam tataran yang lebih

rendah terdapat berupa SK Menteri Koperasi dan PPK No. 961/KEP/M/XI/I 995 Tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan

Kervirausahaan, dan No. 63/KEP/T\{IVl1994 Tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengenrbangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalarn Repelita VI, yang secara garis besar

berisi dua aspek kebiiakan sebagai berikut :

a. Kebijaksanaan Dasar

Meningkatkan prakarsa, kemampuan, dan peran serta pengusaha kecil meialui

peningkatan kualitas sumber daya tnanusia dalarn rangka mengembangkan dan

rnemantapkan kelembagaan dan usaha untuk rnenjadilan peran utama di segala bidang

kehidupan ekonomi rakyat.

b. Kebg aksanaan Operasional

tJntuk meniabarkan lebih lanjut kebrjaksanaan dasar tersebut ditetapkan

kebijaksanaan operasional yang juga merupakan 5 langkah strategi, yakni :

o Meningkatkan akses pasar dan merirperbesar pangsa pasar:

o Kertampuan akses terhadap modal dan rnemperkuat struktur permodalan,

o Meningkatkan kemampuan organisasi dan rnanajemen pengusaha kecil;

. Meningkatkan kemampuan akses dan penguasaan teknologi;

r Pengembangan Mitra.

3. Operating [,evel ( Terdapat Pattern o/'lnteroction. Outcotnes Assement )

Aturan-aturan atau kebrjakan yang telah jelas penanggung jawabnya agar dapat

dioperasikan, biasanya menggunakan aturan operasional, maka oleh Brontlerv disebut

dengan ()percttictncl {,evel. Adaplrn produk kebijakan pada operational level dapat

disebutkan misalnva pedoman yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) (1997) mengenai

'"Kebijakan dan Upaya Perbankan Dalam Mernbantu Pengembangan Usaha Kecil dan

Koperasi". Pedoman ini pada dasarnya menruat ketentuan bahwa dalam rangka

meningkatkan kemampuan perbankan dalam pelayanan usaha kecil dan koperasi, maka

kalangan perbankan (termasuk bank asing dan campuran) diwajibkan untuk memenuhi

ketentuan Paket Kebijakan Januari 1990 yang menggariskan bahrva minimal 20 oto dari

total kredit perbankan hams disalurkan untuk usaha kecil. Kredit ini senng disebut
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sebagai Kredit Usaha Kecil (KUK). Disamping itu, pedoman BI ini jurga rnenekankan

pentingnya perbankan untuk memberikan Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada KUD

(KKUD), Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), Kredit Perkebunan

Inti Rakyat-T'ransrnigrasi (PIR-Trans), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), Kredit

Kelayakan Usaha (KKU), dan sebagainya. Tidak ketinggalan juga adalah program

perbankan untuk membantu pengembangan kelemba9aan usaha kecil dan koperasi, scrta

pernberian bantuan teknis.

B. Proses Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan we\\renang, melainkan

rnelalui keterlibatan dan parlisipasi. Para manajer profbssional koperasi menggunakan

metode yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja nilar-nilai dan tujuan

yang harus diperjuangkan rnetode itulah yang membuat rnanajefilen koperasi unik dan

berbecia dari manajemen lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepernimpinan

koperasi bagi anggota dan pengurlls terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan

strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya.

Salah satu struktur organisasi koperasi adalah pengurus yang dipilih oleh anggota

koperasi, dan berperan mewakili anggota dalam rnenjalankan kegiatan organisasi maupun

usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajer dan karyar,van sebagai pengelola

untuk menialankan t-ungsi usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan

memiliki tugas, tanggung jawab serta wewenang sebagaimana jelas tercantum dalarn

pasal 30 dan 31 Iru Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pengururs

memperoleh rvewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT, pengurus berker.vajiban

melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota

koperasi.

Dengan menyatukan manajemen Koperasi sebagai bagian dari koperasi dan

sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itr"r sendiri, kita dapat

mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalarn koperasi sebagaimana dinyatakan

Peter Davis, sebagai berikut. "Pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi, akan
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membuat oerusahaan koperasi harus dikelola secara professional dan kooperatif

sedernikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi, akan tetap menjadi kunci

keberhasilan dalam praktek koperasi.

Dengan rnemiliki prinsip-prinsip manajemen koperasi kita juga meletakkan dasar

sebagai criteria untuk menilai pelatrhan-pelatihan manajemen koperasi, serta menilai

kinerja manajemen dalam koperasi.

1. Perencanaan ( I'lanning)

Proses yang paling penting adalah fungsi perencanaan, yang merupakan

fungsi paling utama yang harus dijalankan oleh pihak manajemen koperasi.

Pengurus dan manajer di koperasi hams fiIenyusLln perencanaan penggunaan

sumber daya rnanusia, modal, sarana tlsik, dan infonnasi yang dimiliki

koperasi unluk mencapai tujuan koperasi yang telah disepakati oleh para

anggotanya. Perencanaan menyangkut masa depan bagairnana dengan

kemampuan, masalah, dan potensi yang dirniliki koperasi saat ini diarahkan

untuk mencapai target-target koperasi kearah yang lebih baik

Karenanya sebelum menyusun perencanaan pengllrus dan mana.jer

koperasi harus melakukan identifikasi dan evaluasi terlebih dahulu apa target

atau sasaran apa saja yang sudah tercapai, kebutuhan pelayanan apa yang

diinginkan oleh anggota dan belum dipenuhi oleh koperasi seperti barang apa

yang ingin dibeli dikoperasi tetapi koperasi tidak rnenyediakan, bagairnana

kemanrpuan permodalan koperasi, tennasuk juga situasi persaingan usaha di

lingkungan koperasi juga harus diperhitungkan.

Adapun langkah-langkah proses perencanaan yang dapat dilakuhan oleh

pengurus dan manajer koperasi, diantaranya.

1. Pengurus bersama manajer menyusun rencana strategis dan taktis baik

untuk jangka panj ang maupun jangka pendek,

2. Pengurus meminta rnanajer menyusun garis besar program operasional.

selanjutnya dibahas bersama dengan pengurus dan pengawas;

3. Manajer juga rnembuat anggaran untuk mencapai hasil yang dikehendaki,

tanpa mengabaikan struktur keuangan yang ada;
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Berdasarkan rencana yang ada, dibuatlah kebijakan sebagai pedoman

seluruh pelaksanaan:

Secara bersama menetapkan kebijakan personalia, karvarvan usaha

keuangan dan anggota guna mencapai tujuan vang telah ditetapkan;

Pengurus membuat rencana penerimaan dan belanja koperasi (RAPBK).

Rencana yang telah disusun dan RAPBK disampaikan dalarn rapat

anggota untuk dibahas dan rnendapatkan pengesahan.

2. Pengorganisasian (Orguni:ing)

Pengorganisasian lt;rgani:i ng) merupakan Perancangan dan pemeliharaan

sistem peran, atau proses pengaturan dan pengalokasian kerja, rver,venang dan

sumber daya di kalangan anggota organisasi dalarn upaya mencapai tujuan

organisasi secara efektif dan efisien. Faktor Penting dalam Proses

Pengorganisasian di Koperasi rnelipLrli :

1. Pernbagian tugas (r#vlsion of work);

2. Departementasi:

3. Rentan manajetnen/kendali (.span o/ control), yang terdiri dari :

a). kompetensi dari pengurus. pengawas dan pengelola;

b). kornpetensi dari bawahan (staff);

c). derajat variasi pekerjaan,

d). teknologi yang digunakan dalam organisasi,

4. Pendelegasian wewengan (tlelegut ion of' authority).

3. ,4cluating dan [,eadership

Actuating dan leatlership nerupakan suatu proses menggerakkan dan

menjalankan organisasi agar orang-orang yang diberi tugas, rvewenang dan

tanggung jarvab dapat bekerja menjalankan tugas unturk mencapai tuiuan

organisasi yang telah ditetapkan.

Fungsi Penting:

4

5.

6
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a. Mengarahkan {Directing).

- Perintah;

- Disiplin;

- Partisipasi.

b. Komunikasi (formal, informal, vertikal, horizontal)

4. Pengarvasan (Controlling)

Pengarvasan nrenurut George R. Terry (2006) adalah proses

rnendeterminasi apa yang telah dilakansakan rnaksudnya mengevaluasr

prestasi kerja dan apabila perlu" menerapkan tindakan-tindakan korektif

sehingga hasil pekerlaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (George

R. Terry (2006)

Jenis - Jenis Pengawasan:

1. Pengar,vasan preventif : Pengawasan yang bersifat pencegahan yang

dilaksanakan melalui suatu sistem pembinaan SDM pada semua eselon dalam

organisasi dan menentukan prosedur, pembagian tugas dan wewenang,

termasuk di dalamnl,a perencanaan dan pelaporan;

2. Pengawasan korektif : Pengawasan untuk rnemperbaiki bias, penyirnpangan

atau kebocoran dari rencana, standar dan prosedur yang sudah ada ditentukan

dalarn suatu organisasi.

C. Kendala Yang Dihadapi

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan di Primer Koperasi Polda Sumut

bagian unit toko dan unit sirnpan pinjarn rnenghadapi beberapa kendala ,vang

mengganggu kelancaran pekerj aan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pratikan selama pelaksanaan Kuliah Kerja

Lapangan sebagai berikut :
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1. Kendala Bagi Koperasi

a. Kekurangan tenaga kerja koperasi

Kekurangan tenaga kerja pada unit koperasi yang rnenyebabkan adanya
keterlarnbatan pencairan dana pinjaman karena keterlambatan penyelesaian berkas

administrasi perninjam. Hal ini menyebabkan pandangan anggota akan buruknya
pelayanan koperasi, karena pencairan dana tidak ada pada tanggal yang sudah ditetapkan.
Secara analisis ekonomi koperasi ini adanya kelemahan pada pelaksanaan

pengorganisasian koperasi. Pelaksanaan pengorganisasian dimaksudkan untuk
mendayagunakan seoptimal mungkin sumber daya yang ada untuk mencapai tr"rjuan yang

telah ditentukan. Sejalan dengan tujuan yang telah direncanakan untuk pencapaian, perlu
segera dirumr"rskan struktur organisasi yang sesuai dengan jenis kegiatan dan unsur-unsur
managemen yang berfungsi didalarn kegiatan itu.

2. Kendala Yang dihadapi penulis

a. Pada saat hari pertama pelaksanaan KKL pratikan merasa canggung dan kurang

membaur dengan pegawai lainnya. Yang r-renirnbulkan suasana tegang dan kaku

yang mernbuat pratikan merasa stress selama melakukan pekerjaan;

b. Penulis lamban dalam bekerja karena setiap pekerjaan membutuhkan ketelitian

yang mana jika terjadi kesalahan maka akan berdampak pada kerugian anggota

dan koperasi.
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A.

BAB V

PENUTTIP

Kesimpulan

Setelah rnelakukan Kuliah Kerja Lapangan selama 1 (satu) bulan di Prirner Koperasi

Brimob Polda Sumut yang beralamat di Jl. KH Wahid Hasyim No 2 Medan, penulis

menyimpulkan bahwa:

Menurut Brtmtlev (2004) terdapat level-level kebijakan publik seperti policy leval

yaitu lernbaga tinggi negara atau badan legislatif yang berrvenang mengeluarkan

peraturan (kebijakan) dalam skala terluas rnisalnya dalarn bentuk Undang- Undang atau

Peraturan Pemerintah , C)rgani:ational l,evel yaitu setiap kebijakan perlu adanya

pengaturan tentang siapa pelaksana dari suatu kebijakan, siapa penanggung jawabnya,

siapa yang rnelakukan pengawasan terhadap kebijakan yang akan diberlakukan dan

sebagainya (Rrontley,2004), Operuling Level yaitu atr-rran-aturan atau kebijakan yang

telah jelas penanggungawabnya agar dapat dioperasikan, biasanya menggunakan aturan

operasional.

Salah satu struktur organisasi koperasi adalah penglrrus yang dipilih oleh anggota

koperasi, dan berperan mewakili anggota dalam rnenjalankan kegiatan organisasi rnaupun

usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajer dan karyawan sebagai pengelola

untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan

rnerniliki tugas, tanggung jawab serta wer.venang sebagaimana jelas tercantum dalarn

pasal 30 dan 31 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pengurus

memperoleh rvelvenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT, pengurus berkervajiban

melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota

koperasi.

Saran

Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Lapangan vang telah dilakr-rkan, maka penulis

mernberikan saran sebagai berikut .

a. Menumbuhkan rasa tanggungjawab dan kepedulian pengurlls dan pengarvas akan

keberl angsungan koperasi.

B.
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b. Menambah tenaga karyawan agar semua kerjaan dapat dikeriakan secara efisien dan

tidak ada berkas pengajuan pinjaman yang menumpuk karna kurangnya tenaga kerja

dikoperasi.
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